
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara (kmbaran segara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 54 -rahun 1999 rentang 
Pembeotukan Kabupaten Sarnlangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupacen Muaro Jamb, dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Tunur fLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupatcn Tebo, Kabupatcn ~uaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian fLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169. Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

Mengirigat; 1. 

b. babwa berdasarkan peTtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pcraturan 
Bupati Sarolangun; 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan siscem pengadaan 
barang/ jasa yang cransparan, efektif, efesien dan 
tidak diskriminatif perlu membentuk unit layanan 

r pengadaan barang/jasa dilingkungan Pcmerintah 
Kabupaten Sarolangun; 

BUPATISAROLANGUN, 

PENETAPAN PEMBENTUKAll Ul'llT LAYAJl!Alll PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERJIITAB KABUPATEII s,J~OLANGUN 

TEJIITAllG 

PERATURAlf BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR '- TAHUN 2012 

BUPATISAROLANGUN 

• 



11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ternang 
Pengadaan Barang/Jasa Pernermtah; 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor .; ; Tahun 2007 tencang 
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 ~omor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 

9. Peraturan Pemerintab f,,omor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagjan Urusan Pemermtahan Antara Pcmerintah, 
Pemerincahan Daerah Provins! clan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (LembaJ-an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraruran Pemerintab Nomor 6 Tahun 2006 temang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pcngelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

7. Peraruran Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nomor ,2 Tahun 201 J tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tenumg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Neg;m, Republik lndones,a Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 48441; 



Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
!. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemenntah Daerah adalah pemerintab daerah 

Kabupaten Sarolangun 
3. Bupari adalah Bupati Sarola.ngun. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sarolangun yang dipimpm oleh Sckrctaris 
Dae rah. 

5. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah kegiatan 
pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan 
APBD/ APBN, baik yang dilaksanakan secara 
swakelola maupun oleh penycdia barang dan jasa, 

6. Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjumya 
disebut SKPD adalah 1n:su.nsi/ insatusi di 
Lingkungan Pemerinrah Kabupaten Sarolangun yang 
menggunakan Anggaran Pcadapatan Betanja Dacrah 
(APBD). 

7. Pengguna Anggaran. selanjumya disebut PA, adalah 
pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran 
pada Saruan Kerja Peranzkat o ... rah 

Pasal 1 

BABI 
KETEJIITUA!i UMUlll 

: PERATURAN BUPATI T'ENTANG PEMBENTIJKAI\ usrr 
LAYANAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH 
KABUPATEN SAROLANGUN. 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan Daerah Kabuparen Sarolangun Nomor o 1 
Tahun 2012 tentang Pcngesahan Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Oaerah Ka bu pa ten 
Sarolangun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Sarolangun Tabun 2012 nomor 01); 

13. Peraruran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupatcn Sarolangun (Lembaran Daerah Kabuparen 
Sarolangun Tabun 2008 Nomor 21 sebagaunana telah 
bebarapa kah diubah terakhir dcngan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Pcraruran Dacrah Kabuparen 
Sarolangun Nomor 2 Tahun 2008 rentang Susunan 
Organisasr dan Tara Ker,a Sekreatnat Oaerah 
Kabupaten Sarolangun (Lemharan Oacrah Kabupatcn 
Sarolangun Tabun 2010 Nomor 17); 

12. Peraturan Mentcri Dalam ~egeri Nomor 13 Tahun 
2006 tcntang Pcdoman Pcngelolaan Keuangan 
Dacrah, sebagaimana tclah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 teutang Pcrubahan Kedua Atas 
Peraruran Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pcnl(elolaan Keuangan 
Daerah; 

Menetapkan 



8. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, 
adalah pejabat yang dirunjuk oleh Pengguna 
Anggaran atau ditetapkan oleh kepala daerah unruk 
mcnggunakan Anggaran pada Saruan Kerja Perangkat 
Daerah. 

9. Pcjabat Pembual Komitmen, selanjutnya disebut PPK. 
adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabar 
yang bertanggungjawab aras pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa.. 

IO. Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun sclanjumya disebut ULP 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah unit 
organisasl apemu,nen yang bcrtugas memberikan 
pelayanan/pcmbinaan d.ibidang pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan 
dibentuk untuk mengkoordinasikan proses 
pengadaan barang/jasa di Omas/Badan /Kantor/ 
Bagian/Kecamatan/Kelurahan dan Badan Usaha 
Milik Oaerah dalam wilavah Kabuparen Sarolangun. 

11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau 
orang perseorangan yang mcnyediakan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansl/Jasa 
Lainnya, 

12. Penulihan penyedia barang/jasa adalah kegiaten 
untuk mcnetapkan penyedia barang/jasa yang akan 
dirunjuk unruk melaksanakan pekerjaan. 

13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang bensi 
Ikrar untuk mencegab dan lidak melakukan kolusi, 
korupsi, dan neponsme dalam Pengadaan 
Barang/ Jasa. 

14. Bamng adalah setiap benda baik berwujud maupun 
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, 
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dunanfaatkan oleh Penggun11 Barang. 

15. Pckerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 
bangunan atau pembuatan wqjud fisik Iainnya. 

16. Jas,, Konsultansi adalah jasa layanan profesional 
yang membutuhkan keahlian tertenru dibcrbagal 
bidang kcilmuan yang mengutamakan adanya olah 
poor (brainwarej. 

17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan 
kemampuan tertentu vanz mengutamakan 
keterampilan (skilhuare, dalam suaru srstem tata 
kclola yang telah dikcnal luas di dunia usaha untuk 
mcnyelesaikan suatu pekerjaan a1;1u Segala pekerjaan 
dan/ atau penyedia jasa Se lain Jasa Konsuhansi. 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan 
Barang. 

18. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP 
adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari pejabat 
fungsional pengadaan vang berjumlah gasal dan 
beranggotakan paling lrurniog 3 1t:ga) orang. 



Tujuan dibentuknya ULP Pemerintah Kabupaten 
sarolangun sebagai berikut, 
a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemenntah 

di Kabupaten Sarolangun leb1h terrmegrasi atau 
terpadu sesuai dengan tata rulaJ ('<'ngadaan; 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Bupati ,ni dibenruk Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Kabupaten 
Sarolangun, yang selanjutnya dalrun Peraruran Bupati mi 
disebut dengan ULP Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 

Pasal 2 

BABU 
PEMBENTUKA!i, TUJOAN, TOGAS DAN KEWENANGAN 

ULP 

19. Harga Pcrkiraan St-ndm/Oumer Esnmare yang 
selanjumya dising.lcat HPS OE aclalab nilai 
pengadaan barang/jasa yang d.itctapkan dan disusun 
olcb PA/KPA/PPK paling lama 28 (dua pulub dclapan) 
hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 
penawaran sebagai dasar pertimbangan bagi penycdia 
barang/jasa dalam pembuatan nilai penawaran. 

20. Peogadaan secara clcittronik atau e-procurement 
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 
dengan menggunak.im tcknol~ informasi dan 
transaksi clcktronik sesuai dengan ketentuan 
pcrundang-undangan. 

21. Layanan Pengadaan Secara Elcktronik yang 
selanjutnya discbut l..PSE: adalah unit kerja yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa secara elekttonik. 

22. Portal Pengadaan Nas,onal adalah pinru gerbang 
sistem infonnasi elektrnruk yang terkait dengan 
informasi Pengadaan Barang/ Jasa secara nasional 
yang dikelola olcb t.KPP dengan alamat situs 
www.inaproc.lkpp.go.id. 

23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pcmerintah yang sclanjumya disebur L.KPP adalab 
lembaga Pemerintab yang berrugas mcngembangkan 
dan mennnuskao kcbijakan Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pcraturan Presiden 
Nomor 106 Tahun 2007 tem:ang Lembaga Kcbijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntab. 

24. Daftar Hitam adalah daftar rang memuat identitas 
Pcnvedia Barang/Jasa dan_latau Penerbit Jaminan 
yang dikenakan sanks, olch Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa 
larangan ikut sena dalam proses pengadaan 
barang/jasa disclurub Kementenan/1..cmbaga/Satuan 
Kerja Perangkar Daerah/lnsl:!tusi lainnya. 

25. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 
pemerintah adalah tanda bukti penga]ruan atas 
kompe.tensl dan kemampuan profesi dibidang 
pengadaan barang/ jasa pernerintah yang 
dikeluarkan oleh l..KPP 



Jami nan 

strategi, 
prosedur 

(I) ULP Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan 
unit kerja dilinglruogan Pemerintah Kabupaten 
Samlangun yang khusus menangani pengadaan 
barang/jasa di SKPD daJam Kabupatcn Sarolangun 
dan Badan Usaha Milik Daerah dalam wilayah 
Ka bu paten Sarolangun bersifat apennanen, 
ditempatkan di Bagian Adminrstrasi Pembangunan 
Selcretariat Oaerah Kabupaten Sarolangun dan 
benanggungjawab kcpada Bupati melalui Kabag 
Administrasi Pembangunan, 

(2) ULP Pcmerintah Kabupaten Sarolangun mempunyai 
rugas scbagai berikur . 
a. melaksanak.an pengadaan barang/jasa untuk HPS 

yang bemilai diatas Rp. 100 000.000,00 [seratus 
juta rupiah) unruk pengadaan Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lamnys dan HPS diatas Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) unruk 
pengadaan Jasa Konsultansi; 

b. melaksanakan pcnyebar luasan 
kebijakan, standar. sistem dan 
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan 

c. melaksanakan bimbmgan reknis dan pernbinaan 
Sumber Daya Manusia bidang pengadaan. 

(3) Oalam melaksa.nakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), ULP Pemcrintah Kabupaten 
Sarolangun memiliki kewenangan: 
a. menetapkan dokumen pengadaan; 
b. menetapkan besaran nominal 

Penawaran; 
c. menetapkan pemenang unruk. 

I. pelelangan atau penunjukan langsung unruk 
paket pengadaan barang/ pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling 
tinggi Rp. I 00.000.000.000,00 (serarus milyar 
rupiah); atau 

2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket 
pengadaan jasa konsultas, yang bcmilai paling 
tinggi Rp. I 0.000.000.000.00 (sepuluh milyar 
rupiah). 

d. mengusulkan calon pemenang kepada Bupati 
untuk penyedia barang, pckcrjaan konstruksi/jasa 
lainnya yang bemilai diatas 
Rp. 100.000.000.000,00 (serarus milyar rupiah) 
dan untuk pcnyedia jasa konsultasi yang bcrnilai 
diatas Rp. 10.000.000.000 00 (sepuluh rrulyar 
rupiah); 

e, mengusulkan kepada PAI KPA agar penyedia 
barang/jasa yang mclakukan perbuatan dan 
nndakan seperti penipuan. pcmalsuan dan 
pelanggaran lamnya untuk dikcnakan sanksi 
pencaruman dalam daftar lut.am; dan 

b. meningkatkan efekufitas dan efisiensi daJam 
pelaksanaan rugas dan fungs, SKPD. 

Pasal 4 



membanru 
sanggahan 

1. menerima, mengkoordmasjkan dan 
penyelesaian pengaduan dan/atau 
banding; 

Kepala ULP Pemerintab Kabupaten Sarolangun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayar (1) huruf a 
mempunyai rugas dan kewenangan sebagai berikut: 
a. mengkaji ulang reneana urnum pengadaan 

barang/jasa bersama PPK/PA/KPA; 
b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP 

Pcmcrintah Kabupaten Sarolangun· 
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa; 
e. menjamin keamanan dokumcn pengadaan; 
r. membuar !aporan secara periodik atas basil 

pelaksanaan pengadaan yang dilaksanaltan oleh ULP 
Pcmerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bupati 
Sarolangun; 

g, mcnugaskan/ menempat.kan/ memmdahkan anggoia 
Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing 
Pokja; 

h. mcnetapkan staf pendukung vLP sesuai dengan 
kebutuhan; 

(1) Susunan pcrangkat orgarusasi CLP terdiri dan : 
a. KepaJa; 
b. Sekrctariat; dan 
c. Pok.ia. 

(2J Bagan pcrangkat organisaai ULP sebaga!mana 
tersebut pada ayat (I), cercanwm dalarn lampiran dan 
merupakan bagjan vang ridak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 6 

BAB ID 
SUSONAN ORGANISABI, TUGAS DAl'I KEWENANGAN 

(1) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam PasaI 4 ayar (2). ULP Pemerinrah Kabupaten 
Sarolangun mengacu pada standar operasional 
proscdur pengadaan barang/jasa 

(2) Standar opcrasional prosedur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Sarolangun 

Pasal 5 

(. memberikan sanksi adminisrratif kepada penycdia 
barang/jasa yang mclakukan pclanggaran, 
perbuatan atau lindai<an sebagaimana yang 
berlaku dalam Peraruran Presiden nomor 54 tahun 
2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(4) ULP Pemerintah Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh 
seorang Kcpala dan dikelola oleh para pegawai di 
lingkungan Pemenntah Kabupatcn Sarolangun yang 
memiliki scrtifikat keahlian pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 



(1) Pokja ULP Pemerintah Kabupaten Sarolangun 
sebagaimana diroaksud dalam Pasal 6 ayar (1) huruf 
c terdiri dari : 
a. Pok1a Pengadaan Barang; 
b. Pokja Pengadaan Pekerjaan Kcnstruksi: 
c. Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi; dan 
d. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya. 

(2) Pokja ULP dibenruk oleh Kep,.la ULP dan dapat 
dibentuk lebib dari , [saru Pok.Ja ULP sesuai 
kcbutuhan. 

(3) Susunan keanggotaan masing-masing Pokja ULP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l l berjumlah gasaJ 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipirnpin oleh 
seorang Kerua dan terdiri dari unsur-unsur Ketua, 
Sekretaris dan Anggota 

(4) Pokja ULP sebagaimana dim«k~ud daJam Pasal 6 ayat 
( l) huruf c mempunyai wgas dan wewenang sebagai 
berikut: 

Pasal O 

( l) Sckrctariat ULP Pemerinlah Kabupaten Sarolangun 
sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
dipimpin oleh Sekretaris. 

(2) Sckrctaris sebagairoana dimaksud pada ayat (I) 
mcmpunyai tuga.s dan kcwcnangan sebagai bcrikut: 
a. melaksanakan fungsi ketatausahaan; 
b. mengmvenransir paket-paker yang akan 

dilelang/ diseleksi; 
c. mcnyiapkan dolrumen pendukung clan informasi 

yang dibutuhkan Pokja; 
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa yang dilaksanakan Pok3a; 
e. mcngclola data dan informasi unruk mendukung 

pelaksanaan pcngadaan barang/ jasa; 
f. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis 

dan staf pendulrung ULP dalam proses pengadaan 
barang/jasa; dan 

g. membuat laporan secara periodik atas hasil 
pclaksanaan pengadaan vang dilaksanakan oleh 
Pokja ULP kepada Kepala UL!': 

BAB IV 
POK.IA OLP 

• 

Pasal 8 

J. melakukan koordinaai dengan LKPP mengena.i 
advokasi bida.ng pengadaan: 

k, mclalrukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh 
pelaksanaan pengadaan barang{jasa; 

l. membuat usulan penetapan sanksi Daftar Hitam 
kepada PA/KPA yang seterusnya PA/KPA 
menguimkan kepada LKPP unruk diumumkan 
melalui Portal Pengadaan Nasional; dan 

m. melakukan koordinasi dengan LPSE Kabupaten 
Sarolangun untuk pemiliban penyedia barang/jasa 
yang dilakukan secara elektronik le-procurement). 



(1) Pengangkatan perangkat organisasi ULP sebagaimana 
dimaksud dalam pasaJ 6 d,laksanakan dcngan 
mengacu kepada ketenruan yang berlaku. 

(2) Susunan perangkat organisasi ULP Pemerintab 
Kabupatcn Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (!) diterapkan dengan Kepurusan Bupati; 

(3) Kepala ULP. Sekretaris UI.!'. Staf Sekretariat dan 
Pokja ULP dibcrhcntikan oleh Bupati dcngan 
mempertimbangkan. 

Pasa. • 

BABV 
PERANGKAT ORGANISASJ ULP DAN TATA KERJA ULP 

I 

Dckumen Pemilihan 
kepada PA/KPA/PPK 

L 

, Langsung untuk 
Konsultansi yang 
10.000.000.000,oo 

a. menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan; 
b. menetapkan besaran nominal Ja.minan 

Penawaran; 
c, mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa di webstte Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun dan papan pengumuman resrni untuk 
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE unruk 
diumumkan dalam Portal Pcngadaan Nasional; 

d. menilai \.."Ualifikas, Pen)·edia Barang/Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakuali.fik:asi: 

e. mel.akukan evaluasi adrnirnstraai, tekrus dan 
harga terhadap penawaran ~ang masuk; 

f. mcnjawab sanggahan: 
g. menetapkan Penyedia &rang/ Jasa untUk · 

I. Pelela:1gan aiau Penunjukan Langsung untuk 
paket, Pengada.an Barang/Pekerjaan 
Konsu-uksi/Jasa lainnya yang bemilai paling 
tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar 
rupiah); atau 

2 Seleksi atau Penunjukan 
paket Pengadaan Jasa 
bemilai paling tinggi Rp 
[sepuluh milyar rupiah). 

h. mcngusulkan penetapan pemenang kepada 
Bupati unruk penyedia barang/ pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas 
Rp. 100.000.000,00 (serarus rnllyar rupiah) dan 
penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas 
Rp. 10.000.000.00 tsepuluh milyar rupiah) 
melalui kepala ULP. 
menyerahkan salinan 
Penyedia Barang/ .Jase 
melahti kepaJa ULP; 
menyimpan dokumen ash pemilihan Penyedia 
Bar-..ng/ Jasa; 

k. membuat laporan rnengenai proses dan hasi! 
Pengadaan kepada Kcpala ULP melalui Sekretaris 
ULP; 
mengusulkan kepada PA/KPA/PPK perubahan 
HP$ dan/atau perubahan spesiftkasi teknis 
pekerjaan; clan 

m. mengusulkan bantuan om reknis dan/ a tau urn 
ahli kepada Kepala ULP; 

. 
l· 



Hal-ha! yang bclum diatur dalam Peraruran Bupati ini 
akan diarur lebih lanjut dengan Keptrnrsan Bupati. 

Pasal )3 

BABVll 
KETENTUAl'I PElfUTUP 

Segala biaya yang timbul selama proses pengadaan 
barang dan jasa yang ditaksanakan oleh Pokja lJLP 
dibebankan kcpada masing-masing SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 

Pasal 12 

BABVl 
KETENTUAN LAIN 

ULP Pemerintah Kabupaten Sarolangun wajib 
berkoordinasi dan menjalin nubungan kerja dengan 
scluruh SKPD dalam Kabupaten Sarolangun, Urut kerja 
terkait lainnya dan LKPP, yang meliputi: 
a. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai 

dengan kcbutuhan dalam rangka pcnyclcsaian 
persoalan yang clihadap, dalam proses pengadaan 
barang/jasa: 

b, memberikan pedoman dan petunjuk kcpada SKPD 
daJam penyusunan perencanaan pengadaan 
barang/ jasa; 

c. melaksanakan pedoman dan perunjuk pengendalian 
pelaksanaan pengadaan barangyjasa yang diberikan 
oleb Bupati; 

d. menyampaikan laporan basil pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa kepada LKPP; 

e. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, 
dalam rangka penyelesaian persoa1an yang diliadapi 
daL'lm proses pengadaan ~.r<t11g/jasa; 

r. melakukan koordinasi dengan LKPP dalarn 
melaksanakan rugasnya; clan 

g. memberikan masukan kcpada LKPP untuk 
perumusan sm,tegi dan kebijakan pengadaan 
barang/jasa. 

,. 

a. masa tugas sebagai Pegawai Negeri; 
b. pendapat Pcngguna Anggaran: 
c. pendapat Inspekrur Kabupaten Sarolangun: atau 
d. peraruran perundana-undangan tcntang 

kcpcgawaian; 
(4} Seuap anggota Pokja ULP mernpunyai Kewenangan 

yang sama dalam pengambilan kepurusan yang 
ditecapkan berdasarkan suara rerbanyak: 

(5) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP tidal< bisa 
diganggu gugat oleh Kepala ULP 

Pasal 11 



SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGU.'I 
TAHUN 2012 NOMOR 

Diundangkan di Sarolangun 
Pada tanggal '1'f Januari 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEJf SAROLANOUN 

.CEKENDRA 

Ditetapkan di Sarolangun 
Pada tanggal ~ Januari 2012 

Peraruran Bupati ini berlaku pada tanggal dmndangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
peuempatannya dalrun Serita Daerah Kabupaten 
Sarolangun. 

Pasal 14 



CEKENDRA 

Potja Pengadwl Jasa 
Lainnya 

SEKRETARIS 

KEPALA 

STRUKTUR ORGANISASJ 
UlilT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERJNTAH KABUPATEN SAROLANGUN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGU!f 
NOMOR ;}- TAHUl'I 2012 
TANGGAL tlj JANUARJ 2012 
TENTANG PENETAPAN PE.MBEl!l'TtJKAJI' UNIT LAYANAN 
PENGADAAlf BARANG/JASA PEMERlNTAH KABtl'PATEN 
SAROLAl'IGUN 


